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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam konteks politik modern, media massa tidak saja menjadi bagian 

integral dari politik, tetapi juga mempunyai posisi yang sangat sentral dalam 

politik.1 Hasil penelitian Dominik (1972) menunjukkan bahwa dari lima belas 

sumber informasi politik yang ditanyakan kepada responden, sepuluh sumber 

informasi diperoleh dari media massa dan selebihnya berasal dari sumber lain, 

seperti gereja, sekolah, dan guru.2 

Dengan media massa, masyarakat luas atau publik dapat mengetahui 

sesuatu atau aktivitas dari para politisi, seperti misalnya ide atau gagasan para 

politisi terkait dengan kehidupan masyarakat, pernyataan-pernyataan yang 

mungkin kontraversial menurut sebagian masyarakat, partai politik yang 

memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu), marketing politik yang dilakukan 

kandidat calon dalam meraih simpati masyarakat, dana kampanye partai politik, 

sampai dengan munculnya para artis yang secara tiba-tiba maju mencalonkan diri 

menjadi calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif 

(Pileg).3 

                                                 
1 Pawito. 2015. Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta: Jalasutra. 

Hlm. 92. 
2 Hafied Cangara. 2016. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: Rajawali Pers. 

Hlm. 96. 
3 Caleg dan Pileg bukan akronim resmi dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait 

dengan Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk peraturan turunan Pemilu seperti Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum (PKPU). Peneliti telah mencoba memeriksa setiap peraturan perundang-undangan 

Pemilu dan tidak menemukan akronim caleg dan Pileg. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu tidak menyebutkan caleg, tetapi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
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Pemerintah juga dalam membuat peraturan perundang-undangan 

memerlukan media massa supaya masyarakat dapat mengetahui rancangan 

peraturan tersebut. Oleh masyarakat, rancangan peraturan yang diciptakan oleh 

pemerintah disikapi dengan dua alternatif, yaitu dukungan atau tuntutan yang bakal 

ditujukan kembali kepada pemerintah.4 Hal ini didukung dengan sifat media massa 

di mana media massa dapat mengangkut pesan-pesan (informasi atau citra) secara 

masif dan menjangkau khalayak ramai yang jauh, beragam, dan terpencar luas.5 

Dalam konteks tertentu, masyarakat sampai saat ini tetap menjadikan 

informasi dari media sebagai referensi untuk memahami berbagai peristiwa politik. 

Ibarat Brahmastra, salah satu senjata pamungkas dalam cerita pewayangan Jawa, 

media massa mempunyai posisi dan kekuatan yang sangat strategis dalam 

membangun opini publik.6 Dengan kata lain, masyarakat secara sengaja diciptakan 

untuk sangat bergantung kepada media massa, terutama dalam hal pemenuhan 

informasi politik. 

                                                 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan Pileg disebut dengan Pemilu anggota 

DPR dan DPRD. Dengan demikian, peneliti mempunyai asumsi akronim caleg dan Pileg sebenarnya 

akronim yang diciptakan media massa atau pengamat politik yang kemudian digunakan oleh media 

massa sampai saat ini. 
4 Menariknya, di Indonesia masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan pada umumnya 

memperoleh informasi atau berita politik dari media yang cukup beragam, seperti televisi, surat 

kabar, majalah, ataupun internet. Sementara masyarakat yang tinggal di desa atau daerah yang 

minim alat komunikasi hanya dapat memperoleh informasi dari para tokoh masyarakat setempat. 

Tokoh masyarakat dianggap sebagai sumber informasi utama karena tokoh masyarakat mempunyai 

kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Lihat Pawito (2015), 

Asrinaldi (2014) untuk penjelasan lebih lanjut. 
5 Pawito. Op.Cit. Hlm. 91. 
6 Dalam cerita Mahabarata, Brahmastara merupakan senjata pamungkas yang dimiliki oleh Karna 

(Sukarna) untuk menghadapi pertempuran melawan salah satu anggota Pandawa, yaitu Arjuna. 

Terdapat cerita menarik ketika pertempuran di mana Karna sempat tidak dapat menggunakan senjata 

tersebut karena kutukan dari seorang Brahmana karena telah berbohong mengaku sebagai Brahmana 

agar dapat belajar memanah. Kutukan yang dimaksud adalah mantra untuk memanggil Brahmastra 

sulit dilafalkan apabila musuh yang dihadapi oleh Karna adalah orang yang sangat dicintai Karna, 

dalam hal ini adalah Arjuna. Meskipun pada akhirnya senjata tersebut dapat digunakan untuk 

menghadapi Arjuna. Sebagai informasi, Arjuna adalah saudara kandung satu ibu beda ayah dari 

Karna. 
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Dalam perkembangannya, masyarakat akan semakin bergantung kepada 

media massa apabila situasi politik tempat tinggal masyarakat mengalami 

perubahan secara signifikan. Situasi seperti ini seringkali terjadi saat Pemilu, 

adanya konflik antar anggota masyarakat, konflik di antara elit partai politik, 

sampai terjadinya krisis politik akibat ketidakpercayaan masyarakat kepada 

pemerintah. Di satu sisi, media massa sebenarnya memperoleh keuntungan sebab 

situasi politik yang sedemikian rupa, media massa tidak perlu bersusah payah 

mencari bahan informasi untuk dijual kepada masyarakat. 

Berdasarkan identifikasi dan deskripsi serta permasalahan di atas, peneliti 

mencoba mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu (previous study) yang 

berkaitan dengan relasi media massa dan politik. Penelitian pertama, mengenai 

“Media dan Massa Depan Demokrasi di Indonesia” oleh Adiyana Slamet,7 

penelitian kedua “Relationship in Public Opinion and Mass Media: Formation of 

Public Opinion through Political Advertising in MNC and Metro TV” oleh Danang 

Trijayanto,8 dan penelitian ketiga mengenai “Etika Komunikasi Politik dalam 

Ruang Media Massa” oleh Tabroni.9 Penelitian pertama, kedua, maupun ketiga 

sama-sama mengulas relasi media massa dan politik dari sudut pandang Ilmu 

Komunikasi dan menggunakan pendekatan interaksi simbolik dalam menganalisa 

realitas yang terjadi di lapangan. 

                                                 
7 Adiyana Slamet. 2016. Media dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Politik dan 

Komunikasi 6(1): 119-126. 
8 Danang Trijayanto. 2015. Relationship in Public Opinion and Mass Media: Formation of Public 

Opinion through Political Advertising in MNC and Metro TV. Jurnal Promedia 1(2): 21-37. 
9 Roni Tabroni. 2012. Etika Komunikasi Politik dalam Ruang Media Massa. Jurnal Ilmu Komunikasi 

10(2): 105-116. 
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Pengelompokkan penelitian selanjutnya, penelitian Manap Solihat dengan 

judul “Diversifikasi Media Massa dan Demokrasi di Indonesia: Penguatan Peran 

Media Massa serta Masyarakat dalam Mewujudkan Demokrasi”.10 Manap Solihat 

selaku peneliti mengklasifikasikan media massa di Indonesia terdiri atas pertama, 

media massa pelayanan publik (public service media); kedua, media massa warga 

(civil media); ketiga, media perusahaan swasta; keempat, media massa pemaasaran 

sosial (social market media); dan kelima, media massa alternatif (cyber media). 

Pengelompokkan selanjutnya, yaitu penelitian “Interaksi Politik dan Media: 

Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi” dari Effendi Gazali.11 Penelitian 

Effendi Gazali memandang relasi media massa dan politik merupakan entitas yang 

tidak dapat dipisahkan. Effendi Gazali pun menggambarkan perkembangan 

komunikasi politik dunia dan perkembangannya di Indonesia. Peneliti menaruh 

penelitian Effendi Gazali berbeda dibandingkan tiga penelitian yang lain karena 

meskipun keempatnya menggunakan sudut pandang dari Ilmu Komunikasi, 

penelitian Effendi Gazali mempunyai studi kasus Indonesia yang lebih 

komprehensif, termasuk mengingatkan mendesaknya kajian-kajian tentang relasi 

media massa dan politik Indonesia jauh-jauh hari. 

Kemudian penelitian lain yang serupa relasi media massa dan politik di 

Indonesia, yaitu penelitian dengan judul “Media Massa, Pemerintah, dan Pemilik 

Modal” oleh Eko Harry Susanto.12 Pada penelitiannya, Eko Harry Susanto 

                                                 
10 Manap Solihat. 2015. Diversifiasi Media Massa dan Demokrasi di Indonesia: Penguatan Peran 

Media Massa serta Masyarakat dalam Mewujudkan Demokrasi. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi 

5(2): 95-102. 
11 Effendi Gazali. 2004. Interaksi Politik ke Media: Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi. 

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 8(1): 53-73. 
12 Eko Harry Susanto. 2013. Media Massa, Pemerintah, dan Pemilik Modal. Jurnal Komunikasi 1(6): 

477-484. 
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menempatkan media massa mempunyai posisi strategis dalam mendukung 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka kepentingan bisnis, media 

massa dimakbulkan menjalankan bisnis untuk mengoperasikan organisasinya 

supaya menjadi sumber informasi yang kapabel, mengedepankan kepentingan 

umum, dan faktual. 

Penggambaran di atas nyatanya tidak memuaskan saat ini. 

Permasalahannya, dengan media massa berupaya profesional, memajukan 

idealisme, dan mengutamakan kode etik jurnalistik sekalipun, media massa 

menghadapi kesukaran. Batu penarung yang dihadapi oleh media massa satu 

diantaranya adalah budaya masyarakat dan elit secara khusus yang paternialistik. 

Elit media misalnya, mampu mengontrol informasi atau berita yang dianggap 

menguntungkan kepentingannya. 

Dengan demikian, dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti 

paparkan, peneliti merasa mempunyai kebaharuan atau novelty dibandingkan 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut. Pertama, peneliti 

mencoba menganalisa relasi media massa dan politik dari sudut pandang Ilmu 

Politik. Kedua, peneliti memandang relasi media massa dan politik dengan fokus 

utama surat kabar di Indonesia. Ketiga, cakupan penelitian yang cukup luas, yaitu 

pada tingkat nasional, dan keempat, penelitian peneliti yang cukup terbarukan, 

Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019. 

Sebagai informasi, Pemilu Serentak 17 April 2019 merupakan pesta 

demokrasi ketiga belas dalam sejarah partai politik dan Pemilu di Indonesia.13 

                                                 
13 Wacana penyelenggaraan Pemilu Serentak sendiri tidak muncul secara mendadak. Wacana Pemilu 

Serentak justru dimulai sebelum Pemilu 2014 saat akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi 
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Untuk pertama kalinya, Indonesia menyelenggarakan Pemilu serentak dengan lima 

surat suara. Pemilu berskala raksasa yang merupakan Pemilu satu hari terbesar di 

dunia.14 Meskipun, yang benar-benar tiga belas kali hanya pemilihan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

provinsi dan kabupaten/kota. Sementara pemilihan presiden, wakil presiden, dan 

anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) baru berlangsung empat kali yang 

dimulai dari Pemilu 2004 sampai dengan Pemilu 2019. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Pasca Reformasi 1998, banyak media massa yang cukup berkembang di 

Indonesia. Harus diakui, posisi media di Indonesia dalam mengafirmasi politik 

masih sebatas politik institusional maupun politik komunal.15 Sebagai 

perumpamaan, Harian Kompas mempunyai “afiliasi” informal dengan partai-partai 

nasionalis dan keagamaan, khususnya non-Islam. Kemudian, Suara Pembaharuan, 

Suara Karya, dan Media Indonesia terhadap Partai Golongan Karya (Golkar) –saat 

ini berpindah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Harian Republika yang 

mengangkat isu-isu keislaman dan cenderung dekat dengan partai-partai Islam. 

                                                 
Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak mengajukan uji materil Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) ke Mahkamah Konstitusi 

(MK) pada tahun 2013. Sejumlah alasan yang dikemukan oleh Effendi Gazali dkk untuk menggugat 

Undang-Undang Pilpres diantaranya, (i) adanya politik transaksional, (ii) biaya politik yang tinggi 

dan mubazir, dan (iii) tidak ditegakkan atau diperkuatnya sistem presidensial dalam Pemilu 

sebagaimana amanat Undang-Undang Pilpres. Pada akhirnya, MK mengabulkan gugatan Effendi 

Gazali dkk melalui Putusan MK Nomor 14/PPU-XI/2013. Dalam putusan tersebut ditegaskan, 

Pemilu Serentak dapat diselenggarakan pada Pemilu 2019. 
14 “Pemilu Satu Hari Terbesar di Dunia”. Republika. 16 April 2019. Hlm. 24. 
15 Wasisto Raharjo Jati. 2013. Media and Political Persuasion: The Role of Media in Indonesia 

Presidential Campaign 2001-2009. Jurnal Penelitian Politik 10(2): 15-30. 
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Kehadiran Harian Republika tidak dapat dilepaskan dari peran besar Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Hal ini diakui oleh Wardiman 

Djojonegoro, Anggota Dewan Kehormatan ICMI yang juga pernah menjabat 

sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) masa pemerintahan 

Presiden Soeharto periode tahun 1993-1998 dalam wawancaranya via telepon 

dengan Harian Republika sebagai berikut.16 

“Saya bangga dapat ikut mendirikan Republika. Saya pun kagum, 

Republika bisa bertahan sampai dengan usia 25 tahun dan seterusnya. 

Meskipun tentu, akan banyak tantangannya ke depan.” 

 

Dalam bukunya yang berjudul “Sepanjang Jalan Kenangan”, Wardiman 

Djojonegoro menyatakan ICMI telah mempunyai wacana untuk membentuk surat 

kabar nasional. Para fungsionaris ICMI menyadari bahwa Indonesia dengan 

mayoritas penduduknya memeluk agama Islam sangat memerlukan surat kabar 

yang mampu menampung aspirasi umat Islam sendiri. Bersama dengan B.J. 

Habibie selaku Ketua Umum ICMI, Wardiman Djojonegoro (Sekretaris Pelaksana 

ICMI), dan sejumlah fungsionaris lainnya menemui Presiden Soeharto.  

Untuk pertama kalinya, dalam sejarah penyelenggaraan Pemilu di 

Indonesia, Pilpres diselenggarakan secara serentak dengan Pileg. Pilpres 2019 

diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden: Pertama, pasangan 

calon Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin yang diusung Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, Partai Hati Nurani Rakyat 

(Hanura), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Solidaritas 

                                                 
16 “Surat Kabar untuk Bangsa”. Republika. 4 Januari 2018. Hlm. 4. 
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Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Bulan Bintang 

(PBB). Kedua, pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang 

diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, dan Partai Berkarya. 

Dalam hal penetapan ketua tim kampanye pemenangan dua pasang calon, 

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menunjuk Erick Thohir 

sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin. Erick Thohir dinilai sebagai sosok yang 

tepat untuk menjadi ketua tim sukses karena kemampuan manajerialnya.17 Adapun 

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, tim pemenangan pasangan 

calon presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menetapkan Djoko Santoso 

sebagai Ketua BPN Prabowo-Sandi.18 

Menurut Gun Gun Heryanto, baik posisi ketua tim kampanye maupun tim 

pemenangan sangat penting dalam dua hal, yaitu secara simbolis dan fungsional.19 

Secara simbolis, merupakan representasi orang yang dapat diterima atau orang 

kepercayaan kandidat calon sehingga diharapkan dapat memberikan sentimen 

positif bagi pasangan masing-masing. Sementara secara fungsional, ketua tim 

mempunyai peran signifikan dalam manajemen pemenangan, dirigen seluruh gerak 

implementasi strategi, sekaligus orang yang dapat menjembatani ragam 

kepentingan banyak pihak yang menjadi pengusung maupun pendukung pasangan 

calon.20 

                                                 
17 “Jokowi: Erick Dipilih karena Faktor Manajerial”. Republika. 8 September 2018. Hlm. 1. 
18 “Pengusaha dan Mantan Militer Siapa Lebih Unggul”. Media Indonesia. 9 September 2018. Hlm. 

3. 
19 Gun Gun Heryanto. “Basis Kekuatan Tim Kampanye”. Media Indonesia. 10 September 2018. 

Hlm. 6. 
20 Ibid. 
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Seperti yang ditulis oleh Gun Gun Heryanto dalam artikelnya yang berjudul 

“Basis Kekuatan Tim Kampanye”, ada empat nilai plus yang dimiliki oleh Erick 

Thohir sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin. Salah satunya Erick Thohir 

pengusaha yang mempunyai kesuksesan dan malang melintang di berbagai bidang. 

Erick Thohir dikenal sebagai pendiri Mahaka Group yang mempunyai Harian 

Republika, stasiun televisi Jak TV, Mahaka Advertising, Radio 98.7 Gen FM & 101 

Jak FM, serta berbagai perusahaan lain di bidang periklanan, hiburan, dan digital 

(Media Indonesia, 10 September 2018). 

Dengan ditunjuknya Erick Thohir sebagai Ketua TKN, hal ini bertentangan 

dengan apa yang pernah disampaikan oleh Erick Thohir terkait independensi dan 

afiliasi politiknya ketika diwawancarai oleh Harian Republika dalam rangka 

memperingati hari ulang tahun Republika yang kedua puluh lima tahun sebagai 

berikut.21  

“Inti dari bisnis Republika adalah bagaimana kita konsisten memberikan 

informasi yang benar kepada umat, sehingga umat dengan informasi yang 

mereka dapat nantinya dapat emilih pemimpin yang layak untuk menjadi 

pemimpin di Indonesia... Kebetulan juga saya sendiri secara pribadi tidak 

terafiliasi dengan partai politik manapun.” 

 

Meskipun Erick Thohir menyatakan tidak mempunyai afiliasi politik 

dengan partai politik manapun, tetapi dari pernyataan di atas dapat ditarik simpulan 

tidak dapat dipungkiri Erick Thohir sendiri mempunyai kepentingan politik. Selain 

Harian Republika secara berturut-turut menurunkan dua berita utama yang 

dianggap menonjolkan salah satu pasangan calon presiden, tepatnya pasca 

ditunjuknya Erick Thohir sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amin. 

                                                 
21 “Konsistensi Memberikan Informasi yang Benar”. Republika. 4 Januari 2018. Hlm. 2 
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Gambar 1.1 

Berita Utama Surat Kabar Harian Republika 8 September 2018 

 

 
Sumber: Data sekunder yang diperoleh dari peneliti. Tahun 2018. 

 

Pada tanggal 8 September 2018, Harian Republika menurunkan berita 

utama dengan judul “Jokowi: Erick Dipilih karena Faktor Manajerial”. Menurut 

Joko Widodo, masyarakat sudah mengenal Erick Thohir. Joko Widodo juga 

berpendapat Erick Thohir merupakan seorang pengusaha yang sukses, pemilik 

media, klub sepak bola, dan basket. Dari berita di atas menunjukkan calon presiden 

Joko Widodo meyakini dapat memaksimalkan peran media dalam proses 

pemenangannya. Harian Republika pun memberikan ruang yang cukup luas, 

terutama gambar pengumuman Erick Thohir sebagai Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf 

Amin. 
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Gambar 1.2 

Berita Utama Surat Kabar Harian Republika 12 September 2018 

 
Sumber: Data sekunder yang diperoleh dari peneliti. Tahun 2018. 

 

Pada tanggal 12 September 2018, satu hari setelah peringatan Tahun Baru 

Islam 1440 Hijriyah, Harian Republika menurunkan berita utama dengan judul 

“Momentum Berhijrah”.22 Dalam berita utama “Momentum Berhijrah”, Harian 

Republika pertama kali mengutip cicitan calon presiden petahana Joko Widodo 

melalui Twitter sebagai berikut. 

“Dengan kerja keras dan berharap ridha-Nya, kita berhijrah menuju 

Indonesia Maju.” 

 

                                                 
22 “Momentum Berhijrah”. Republika. 12 September 2018. Hlm. 1. 
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Dari berita di atas menunjukkan ada kecenderungan Harian Republika 

mendukung salah satu pasangan calon presiden pada Pilpres 2019. Meskipun, 

dalam pemberitaan tersebut Harian Republika mengutip calon presiden lain 

Prabowo Subianto. Akan tetapi, tulisan Prabowo Subianto dalam rangka 

memperingati Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah tidak diulas mendalam sebagaimana 

tulisan Joko Widodo. Juga frasa Indonesia Maju yang merupakan tagline kampanye 

dari pasangan calon presiden Joko Widodo-KH. Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti selanjutnya 

berasumsi bahwa relasi yang terjadi antara media massa dan elit politik dalam 

bentuk memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon justru dapat 

menyebabkan salah satu fungsi utama media, yaitu kontrol sosial menjadi lemah.23 

Dari deskripsi di atas menunjukkan Erick Thohir sebagai Ketua TKN Jokowi-

Ma’ruf Amin sekaligus pemilik Harian Republika telah membawa surat kabar 

Harian Republika sebagai salah satu media arus utama di Indonesia tidak dapat 

berperan penuh dalam mengontrol kekuasaan negara. Dengan demikian, pertanyaan 

penelitian yang dapat dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut. 

Bagaimana kecenderungan pemberitaan surat kabar Harian Republika 

terkait dengan Pilpres 2019? 

  

                                                 
23 Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menerangkan empat fungsi 

pers, yaitu pertama, media informasi; kedua, pendidikan; ketiga, hiburan; dan keempat, kontrol 

sosial. Selanjutnya, dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 juga diterangkan 

di samping fungsi-fungsi pada Ayat (1), pers juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. 
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1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk memberikan jawaban 

terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu untuk 

menjelaskan dan menganalisa kecenderungan-kecenderungan pemberitaan surat 

kabar Republika dalam konteks Pilpres 2019. 

 

1.4. Signifikasi Penelitian 

Hasil penelitian ke depannya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana ilmiah untuk berlatih dan mengembangkan 

kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, dan bermanfaat untuk 

mengembangkan kemampuan dan menuliskan karya ilmiah di lapangan 

berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi dari Ilmu Politik yang terkait 

dengan relasi media massa dan politik, khususnya pada Pemilu. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan 

sebagai rujukan bagi civitas campus mengenai relasi media massa dan 

politik pada Pemilu. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat 

memperkaya dan menambah wawasan, serta dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi terhadap penelitian yang sejenis. 


